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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Pengertian Pelayanan 

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Pada dasarnya setiap 

permasalahan pasti memiliki landasan teori pendukung atau penghubung untuk 

memperkuat masalah. Oleh sebab itu penulis akan menyajikan beberapa teori 

sehingga dapat membantu proses pemecahan masalah penelitian yang 

berhubungan langsung Dengan Pelayanan Publik. 

Menurut Sampara Lukman yang dikutip oleh Sinambela (2014 :5), 

pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 

langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 

menyediakan kepuasaan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. 

Dalam pengertian lain, menurut Moenir (2015: 27) pelayanan hakikatnya 

adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, 

pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh 

organisasi dalam masyarakat. 

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas bahwa pelayanan 

adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan antara penerima dan pemberi 
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pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga 

perusahaan. 

Menurut Hardiyansah (2011:11) mendefinisikan bahwa ” pelayanan dapat 

diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan 

mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. 

2.2.  Pelayanan Publik 

Menurut Lijan Poltak S (2006:5), istilah publik berasal dari bahas Inggris 

public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata public sebenarnya sudah 

diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, 

orang banyak dan ramai. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, 

maka publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum. 

Istilah pelayanan umum di Indonesia seringkali diidentikkan dengan 

pelayanan publik sebagai terjemahan dari pubic service Di Indonesia, konsepsi 

pelayanan administrasi pemerintahan seringkali digunakan secara bersama-sama 

atau dipakai sebagai sinomin dari konsepsi pelayanan perizinan. 

Sedangkan menurut AG. Subarsono seperti yang dikutip oleh Agus 

Dwiyanto (2005:141) Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian 

aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga 

pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang 

membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, akta 

nikah, akta kematian, sertifikat. 

Menurut Sumaryadi (2010:70-71) Secara operasional, pelayanan publik 

yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar 
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yaitu; Pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang 

perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi 

penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, 

pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain 

sebagainya; Kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang 

meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya. 

Menurut Mahmudi (2007: 128) Mengatakan bahwa pelayanan publik 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagi upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik menurut (sinambela 

2014: 5) adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan  dalam 

suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik.  

Menurut Moenir (2015: 26) Bahwa pelayanan umun adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui 

sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan 

orang lain sesuai haknya. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 

aparatur pemerintah sebagai abdi masysarakat. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006) menjelaskan bahwa 

pelayanan adalah sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan 
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melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman, 

menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, mengunakan. 

Menurut Undang – undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan 

administrasi yang di sediakan oleh penyelengara pelayanan publik. 

Menurut Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelayanan 

publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegitan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegitan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik. 

Menurut Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa Pelayanan 

publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

 Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono (2001: 

51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama 

pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa 

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat. 

 Menurut fitzsimons dalam sinambela (2006:7) menjelaskan bahwa 

terdapat lima indikator Pelayanan publik yaitu: 
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1. Reliability yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan 

benar. 

2. Tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya 

manusia dan sumber daya lainnya. 

3. Responsiveness yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen 

dengan cepat. 

4. Assurance yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral 

dalam memberikan pelayanan. 

5. Empaty yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

 Selanjutnya menurut Zeithaml dalam Hardiyansyah (2011:46) kualitas 

pelayanan dapat diukur dari lima dimensi. Yaitu : 

1. Tangible (Berwujud) 

2. Reliability (Kehandalan) 

3. Responsiveness (Ketanggapan) 

4. Assurance (Jaminan) 

5. Empathy (Empati) 

2.2.1 Asas Pelayanan Publik 

Menurut Pasal 4 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang 

mengemukakan asas-asas pelayanan publik adalah: 

a. Kepentingan umum; 

b. Kepastian hukum; 

c. Kesamaan hak; 



 19 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 

e. Keprofesionalan; 

f. Partisipatif; 

g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif; 

h. Keterbukaan; 

i. Akuntabilitas; 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. Ketepatan waktu; dan 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 

2.2.2 Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau 

penerima pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 

Tentang Pedoman Standar Pelayanan, sebagaimana diatur dalam UndangUndang 

Nomor 25 Tahun 2009   tentang Pelayanan Publik menyatakan komponen standar 

pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Persyaratan; 

b. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 

c. Jangka waktu peneyelesaian; 

d. Biaya/tarif; 
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e. Produk pelayanan; 

f. Penanganan pengaduan, saran,dan masukan; (Dalam buku Agus Fanar, 

2009: 56) 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi  Terpadu Kecamatan. Didalam Pasal 5 

dijelaskan bahwa Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi 

syarat yaitu: substantif, administratif, teknis. Didalam Pasal 8 dijelaskan  

persyaratan administratif dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: standar 

pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Sedangkan Standar Pelayanan 

yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: Jenis pelayanan, persyaratan 

pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab terhadap 

pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan. Standar pelayanan yang 

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. 

2.2.3 Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Banyak 

akademis yang mengidentikkan kepuasan pelanggan dengan kualitas jasa 

(pelayanan). (Dalam Damartaji Arisutha, 2005: 18) 

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis 

dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat 

pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang 

terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN. 

Variabel dimaksud adalah (Lijan Poltak S, 2006: 8): 
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a. Pemerintahan yang bertugas melayani; 

b. Masyarakat yang dilayani pemerintah; 

c. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 

d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; 

e. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan; 

f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar 

dan asas pelayanan masyarakat; 

g. Manajemen dan kepeminpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; dan 

h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah 

masing-masing telah menjalankan fungsi mereka.  

Variabel pelayanan prima di sektor publik seperti di atas dapat 

diimplementasikan apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utamanya. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi 

tujuan utama terpenuhi, aparatur pelayanan dituntut untuk mengetahui dengan 

pasti siapa pelanggannya. Kepuasaan pelangganlah yang dapat dijadikan 

barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan (Lijan Poltak 

S,2006:8). 

2.2.4 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-

undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam Pasal 14 UU No. 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan penyelenggara memiliki hak: 
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a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; 

b. Melakukan kerjasama; 

c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik; 

d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai 

dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;dan 

e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam Pasal 15 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

penyelenggaran berkewajiban: 

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 

b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; 

c. Menempatkan pelaksana yang kompeten; 

d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang 

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; 

e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; 

g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 

h. Memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan; 

i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; 
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j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara 

pelayanan publik; 

k. Memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan hukum yang berlaku 

apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi 

atau jabatan; dan 

l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau 

melaksanakan perintah 

m. Suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari 

lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut I Nyoman Sumaryadi ( 2010: 160-163), tugas pemerintah yang 

utama adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selama 

masyarakat belum mampu menyelenggarakan urusan atau kebutuhannya secara 

manusiawi, maka pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakannya sesuai 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan. 

Hubungan antara pemerintah dan rakyat adalah hubungan antara produsen dan 

konsumen, dimana pemerintah sebagai produsen dan rakyat menjadi konsumen. 

Oleh karena itu, kewajiban pemerintah adalah untuk menyelenggarakan fungsi 

pelayanan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan kepuasan optimal kepada 

rakyat. 

2.3 Konsep Pelayanan Prima 

 Program pelayanan kepada masyarakat dengan bertitik tolak dari konsep 

kepedulian kepada konsumen terus dikembangkan sedemikian rupa sehingga 
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sekarang pelayanan menjadi salah satu alat utama dalam melaksanakan strategi 

untuk memenangkan persaingan. Konsep kepedulian perusahaan atau organisasi 

untuk memberikan layanan kepada pelanggan didasarkan pada pemahaman 

mengenai pentingnya peranan pelanggan dalam kelangsungan hidup dan 

kemajuan organisasi atau perusahaan. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan 

sesuatu hal yang sangat berharga dimana dalam kenyataannya tidak ada satupun 

organisasi, terutama perusahaan  yang mampu bertahan hidup bila ditinggalkan 

oleh pelanggannya. 

Kepedulian terhadap pelanggan dalam manajemen modern telah 

dikembangkan menjadi suatu pola layanan yang baik yang disebut sebagai 

pelayanan prima (Service Excellence). Menurut Barata (2004:27), Pelayanan 

prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik 

untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan 

kepuasannya,agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan. Pola 

pelayanan prima berdasarkan konsep A3, yaitu: Attitude (sikap), Attention 

(perhatian), dan Action (tindakan). Berikut penjelasan dari ketiga komponen yang 

nantinya akan dijadikan indikator: 

1. Attitude (sikap) 

Menurut W.J Thomas dikatakan bahwa sikap adalah suatu kesadaran 

individu yang menentukan perbuatan-perbuatan nyata ataupun yang akan 

mungkin akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Selanjutnya Eagly 

dan Himmerflab (dalam Barata, 2004:208) menyatakan bahwa, “Sikap adalah 

kumpulan perasaan, keyakinan dan kecenderungan perilaku yang secara relatif 
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berlangsung lama dan ditujukan kepada orang, ide, objek dan kelompok orang 

tertentu”. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa sikap meliputi tiga 

aspek, yaitu keyakinan (aspek kognitif), perasaan (aspek afektif), dan 

kecenderungan perilaku (aspek kognitif). 

Menurut Barata (2004:212), pelayanan prima berdasarkan konsep 

sikap (attitude) adalah suatu layanan kepada pelanggan dengan menonjolkan 

sikap yang baik dan menarik, antara lain meliputi: 

a. Melayani pelanggan dengan penampilan yang serasi 

Penampilan serasi adalah gaya penampilan seseorang yang ditonjolkan 

secara fisik dengan memadukan keadaan sosok diri, citra diri, mode, dan 

kepantasan atau kepatutan. Penampilan serasi biasanya berhubungan dengan 

keselarasan atau harmoni antara sosok diri seseorang dengan “keharusan” atau 

“kebiasaan” atau “kepatutan” dalam berbusana dan berhias. 

b. Melayani pelanggan dengan berpikiran positif 

Berpikir positif (positive thinking) adalah pola pikir yang tidak 

dipengaruhi oleh praduga buruk, segala sesuatu dihadapi dengan rasional. Pola 

pikir positif didasarkan atas logika yang sehat. Dalam menghadapi para 

pelanggan, kita harus selalu berpikir secara positif karena kita tahu bahwa 

pelanggan adalah salah satu penunjang (stakeholder) kelangsungan berdirinya 

perusahaan atau organisasi. Kita tidak boleh bersikap apriori (buruk sangka), 

mencari kelemahan, dan memanfaatkan kelemahan pelanggan. 

a. Melayani pelanggan dengan sikap menghargai 
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Menghargai adalah sikap “memanusiakan” dan “menempatkan” diri 

pelanggan sebagai orang yang paling penting bagi kelangsungan hubungan 

antara organisasi atau perusahaan dengan mereka. Sikap santun dan ramah 

disertai tutur kata yang baik adalah wujud penghormatan untuk menghargai 

pelanggan. 

2. Attention (perhatian) 

Menurut Barata (2004:230), perhatian atau atensi (attention) adalah sikap 

yang menunjukkan kepedulian terhadap sesuatu atau minat seseorang terhadap 

sesuatu. Kepedulian atau minat seseorang terhadap sesuatu biasanya muncul 

karena rasa ketertarikan atau kebutuhan yang terjadi karena ada dorongan dari 

hatinya atau karena pngaruh situasi yang dihadapinya atau dengan kata lain 

perhatian (attention) adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang 

berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun 

pemahaman atas saran dan kritiknya (Barata, 2004:32). 

3. Action (tindakan) 

Barata (2004:272) mengemukakan bahwa, “Tindakan (action) adalah 

perbuatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau 

untuk menghasilkan sesuatu”. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan pelayanan, 

yang dimaksud dengan tindakan disini adalah upaya-upaya atau perbuatan 

nyata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang wajar atau pelayanan 

yang baik, yang tentunya akan dapat dicapai bila didalam diri pemberi layanan 

terdapat sense of service attitude dengan mengedepankan perhatian (attention) 
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yang ditunjang oleh kemampuan melayani (service ability) dan tampilan 

layanan (service appearance) yang baik. 

2.4 Pandangan Islam Terhadap Pelayanan Publik 

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang 

maupun pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan 

memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. 

Menurut Pandangan Islam dalam  Pelayanan Publik adalah Islam telah 

mengajarkan semua hal yang bekaitan dengan sendi-sendi kehidupan termasuk 

didalamnya bagaimana memberikan pelayanan kepada orang lain, Jauh 

sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk 

senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana firman Allah 

dalam surat Al baqarah ayat 267: 

 

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji” 

 

Selain itu, dalam salah satu haditsnya rasulullah SAW juga 

memerintahkan kepada kita agar berusaha untuk menjadi manusia yang 

bermanfaat bagi sesama, bahkan beliau menjadikan “bermanfaat bagi sesama” 

sebagai parameter baik tidaknya kualitas iman seseorang.  
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Hadits berikutnya adalah tentang standar layanan yang “harus” diberikan 

kepada sesama. Beliau Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan 

oleh sahabat Anas bin Malik RA : 

 لا يُؤمِنُ أحدُكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما لنَفْسِيُحِبُّ

Artinya:  “Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya 

seperti dia mencintai dirinya sendiri”. (HR. Bukhori). Inti hadits ini 

adalah “Perlakukan saudara anda seperti anda memperlakukan diri 

anda sendiri”. Kita pasti ingin diperlakukan dengan baik, kita pasti 

ingin dilayani dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan cepat, 

maka aplikasikan keinginan anda tersebut ketika anda melayani orang 

lain. 

 

Kesimpulannya adalah jika kita mau menelaah lebih jauh ajaran Islm kita 

akan banyak sekali nilai-nilai interaksi sosial yang saat ini sedang digalakkan 

berbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Hal ini bukan merupakan sesuatu 

yang sulit untuk diterapkan, yang dibutuhkan adalah rasa cinta kepada Allah dan 

Rasul-nya agar nilai-nilai interaksi sosial itu bisa diterapkan secara menyeluruh. 

Penting kita ketahui bahwa:  

 

Artinya: “ Berbuat baiklah engkau (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah 

berbuat baik kepadamu”. (QS. Al-Qashas: 77). 

 

 Jadi kesimpulanna adalah jika seandainya umat Islam mau menerapkan 

ajaran-ajaran diatas, maka bisa dipastikan bahwa umat Islam adalah umat yang 
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paling menjunjung tinggi profesionalisme kerja dan pelayanan berbagai bidang 

dan sektor kehidupan. 

Apabila kita kaitkan dengan fenomena pelayanan publik yang terjadi saat 

ini maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa pejabat Birokrat hendaknya 

melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia 

memperlakukan dirinya sendiri. Para pejabat publik perlu memahami bahwa 

dalam pemerintahan khususnya pelayanan yang perlu diperhatikan secara serius, 

adalah prilaku birokrat senagai pelayan masyarakat,  dimana prilaku baik atau 

tidaknya kualitas pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh prilaku pelayan public 

itu sendiri,  Beberapa bentuk prilaku yang sering terjadi di kalangan administrasi 

publik diantaranya adalah prilaku seperti mempersulit, superior, maupun 

pengabaian yang kesemuanya adalah termasuk prilaku yang menyimpang dari 

prosedur yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik. Sebagai Negara 

mayoritas Islam di indonesia mnjalankan syariat islam sebagai seorang yang 

beragama islam atau muslim merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Oleh karna itu Birokrat sebagai ujung tombak 

pelayanan publik perlu memahami hakekat dari tugas yang di embanya.dan dalam 

menjalankan tugas keseharian perlu menjadikan sifat Rasulullah sebagai Uswatun 

Hasanah.Sebab sikap dan prilaku Rasulullah merupakan Syariat islam karna 

sesungguhnya akhlak beliau telah mencerminkan al qur’an dan Hadis. Rasulullah 

memiliki empat sifat yang dapat dijadikan sebagai teladan oleh Para 

Birokrat.keempat sifat itu antara lain yaitu : 
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Siddiq, yang artinya benar,Amanah, yang artinya dapat dipercaya, Tabligh, 

artinya menyampaikan, dan Fathonah, yang  artinya bijaksana.  

Demikian empat sifat beliau yang patut dijadikan suri tauladan  bagi siapa 

saja yang mengemban tugas sebagai pelayan atau pejabat public, apabila para 

birokrat dapat meneladani akhlak Rasulullah diatas tentunya akan dapat terwujud 

pelayanan publik yang bekualitas seperti apa yang diharapkan. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

1. Peneliti Sri Susanti (2014), dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik 

Bidang Administrasi Kependudukan Di Camat Gamping”. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi 

Kependudukan Di Camat Gamping dilihat dari asek bukti fisik, aspek 

keadaan, aspek daya tanggap, aspek jaminan, dan aspek empati. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpilkan bahwa kualitas Pelayanan 

Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Camat Gamping telah 

terlaksana cukup baik, karna masih ada aspek yang tidak terpenuhi dalam 

hasil kualitas pelayanan publiknya. 

2. Peneliti Ahmad Taufik (2015) dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan 

di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Kabupaten Rokan Hilir Para Pengguna 

Jasa Keimigrasian”. Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Kabupaten Rokan Hilir Para 

Pengguna Jasa Keimigrasian menggunakan pehitungan statistik 

berdasarkan lima dimensi pelayanan public. Berdasarkan perhitungan 

statistik kelima dimensi kualitas pelayanan dapat diasumsikan bahwa 
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pelanggan menyatakan cukup puas terhadap kualitas pelayanan yng 

diberikan oleh kantor imigrasi kelas I khusus Kabupaten Rokan Hilir. 

3. Peneliti Lola Sugiono Putri (2016) dengan judul “Analisis Kualitas 

Pelayanan Pada Kantor Urusan agama (KUA) camat Mandau”. 

Berdasarkan Hasil Penelitian mendapatkan fakta bahwa analisis kualitas 

pelayanan pada kantor urusan agama camat Mandau, secara umum masuk 

dalam katagori “Cukup Baik Kualitasnya”. Hal ini sesuai dengan hasil 

rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar 60,30% yang 

berada pada interval 41-60%. Pelayanan public adalah pemberian 

pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok 

dan tata cara yang telah ditetapkan. 

4. Peneliti Iis Susilawati (2017) dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan 

Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Pekanbaru”. Berdasarkan hasil penelitian memukan 

bahwa (1) kualitas pelayanan publik di dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu kota pekanbaru sangat baik. Seluruh 

indikator yang ada diterapkan dengan baik sehingga masyarakat merasakn 

hal tersebut. (2) factor yang menyebabkan dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpaadu satu pintu kota pekanbaru dalam memberikan 

pelayanan publik yang baik adalah pada factor yang mempengaruhi kinerja 

karyawaan.   
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2.6 Definisi Konsep 

1. Kualitas 

 Kualitas merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Banyak 

akademis yang mengidentikkan kepuasan pelanggan dengan kualitas jasa 

(pelayanan). 

2. Pelayanan  

 Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 

menyediakan kepuasaan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. 

3. Pelayanan Publik  

 Pelayanan publik adalah pelayann yang diberikan kepada masyarakat 

dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu; Pertama, pelayanan publik 

yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan 

masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana 

transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga 

pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; Kedua, pelayanan yang 

diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat 

lainnya. 
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2.7 Indikator Penelitian   

Tabel 2.1 Konsep Indikator Penelitian 
Konsep Indikator Sub Indikator 

Kualitas pelayanan 

publik:  menurut 

Zeithaml dalam 

Hardiyansyah 

(2011:46) kualitas 

pelayanan. 

1. Tangible 

(Berwujud) 

a. Kenyamanan tempat melakukan 

pelayanan. 

b. Fasilitas pelayanan. 

c. Kelengkapan alat bantu dalam 

pelayanan. 

d. Penampilan Pegawai dalam 

melayani pengguna layanan. 

2. Reliability 

(Kehandalan) 

 

 

a. Petugas/aparatur melakukan 

pelayanan dengan cermat. 

b. Memiliki standar pelayanan yang 

jelas. 

c. Kemampuan serta keahlian petugas 

dalam menggunakan alat bantu 

dalam proses pelayanan. 

d. Kedisiplinan pegawai dalam 

melakukan proses pelayanan. 

3. Responsiveness 

(Respon/tanggap

an) 

 

 

 

 

 

4. Assurance 

(Jaminan) 

 

 

 

5. Empaty (Empati)  

a. Merespon setiap 

pelanggan/pemohon yang ingin  

mendapatkan pelayanan. 

b. Petugas/aparatur melakukan 

pelayanan dengan cepat. 

c. Petugas/aparatur melakukan 

pelayanan dengan waktu tepat. 

 

a. Petugas memberikan jaminan tepat 

waktu dalam pelayanan. 

b. Petugas memberikan jaminan biaya 

dalam pelayanan. 

 

a. Petugas melayani dengan ramah 

dan sopan santun. 

b. Petugas melayani dengan tidak 

diskriminatif (membeda-bedakan). 

c. Petugas melayani dan menghargai 

setiap pengguna layanan. 

Sumber: Teori Zeithaml dalam Hardiyansyah (2011:46) 
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2.8  Kerangka  Berpikir  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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